
KOMISI PEMILTHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

KEPUTUSA.IT KOMISI PEMILIHAN T'ilUT
KABT'PATEIT BLORA

NOMOR : 48/Kpts/I(PU-t<tb-O12329567 I 2Ol5

TEI{TAJTG
PEUBERHEITTIAN SIIWARDI SEBAGIII PAI|ITIA PEUUI|GUTAI{ SUARA
DESA BI'LOH KECA.UATAN XI'NDI'RAN I'AI"AXI PEIT-ELEI{G{}ARAAJT

PEMILIHAN BT'PATI DAN WAIIIL BUPATI BI,,ORA TAHI'IT 2()15

Menimbang untuk menindaklanjuti pengu.nduran diri saudara
Suwardi sebagai Panitia Pemungutan Suara desa
Buloh kecamatan Kunduran, Perlu menetapkan
keputusan tentang pemberhentian Suwardi sebagai
Panitia Pemungutan Suara desa Buloh kecamatan
Kunduran dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Blora Tahun 2O15

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 1O Tahun 195O tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20O8 tentang
Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O1l (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
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K TUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABT'PATEN BLORA,



5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O11 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 1O1,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor

140, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2O15 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wa}il Walikota;

10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2O12, Nomor 11 Tahun 2011,
Nomor 1 Tahun 2Ol2 tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O5

Tahun 2OO8 tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
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6. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15
(l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
Tahun 2O15);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O15 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 Telrtang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 23, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01

Tahun 2OLO;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
KabupatenlKota. sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2OO8;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2OLS tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati danlatau Walikota dan Wakil
Walikota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupatenf Kota., Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan 1.

2.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Blora Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab-O12329367 / 2Ol5

Tentang Penetapan Tahapan Program Dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupatidan Wakil

Bupati Blora Tahun 2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten

blora Nomor : L7 I Kpts/KPU-Kab-O12329367 I 2Ol5
Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blora serta

Pembentukan dan Tata Keda Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara

I

r-



3

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten

blora Nomor : 37l Kpts/ KPU -Kab-O 12329367 I 20 15

Tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Blora Tahun 2O15;

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora tanggal 19juni 2O15.

MEMUTUSKAN :

XTPUTUSA,IT KOUISI PE}IILIHAN I'UIIM
I(ABT'PATEII BII)RA TENTAI|G PEUBERHEITTIAIT
SIIWARDI SEBAGAI PAIIITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUIOH KECAil.E.TAI| KI'NDURAIT DAI"A,U
PEITYDLEN(rcARAA,IT PEUILIIIAIT BIIPATI DAII
WAXIL BT'PATI BIORA TAIIUI{ 2()15

Menetapkan pemberhentian Suwardi sebagai Panitia
Pemungutan Suara desa Buloh kecamatan Kunduran
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora
Tahun 2O15.

Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.
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Menetapkaa

I(ESATU

Ditetapkan di
pada tanggal

: Blora
: 23 Juni 2015

XBIUA KOTISI PEUILIIIAIT T'UUU
KAAI'PATET BIPRA,
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ARIFIil
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

$ ATEN BLORA
Hukum
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KEDUA


